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Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP PROFIL HETIFAH SJAIFUDIAN

Merupakan satu-satunya perempuan dari 8 anggota DPR RI Daerah Pemilihan
Kalimantan Timur dan telah menjabat selama 3 periode. Saat ini Hetifah menjadi Wakil
Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan dan Literasi.

Hetifah meraih gelar sarjana dari Jurusan Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung;
Master in Public Policy, National University of Singapore; dan Ph.D dari School of
Politics and International Studies, Flinders University, Australia.

Selain berperan sebagai anggota Parlemen, Hetifah juga menjabat sebagai Wakil Ketua
Umum DPP Partai Golkar, Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah, Wasekjen Persatuan
Insinyur Indonesia (PII), dan Anggota Advisory Board, Sekolah Arsitektur, Perencanaan,
dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB. Prestasinya yang gemilang juga tercermin
dalam penghargaan sebagai satu-satunya figur legislator dari Fraksi Partai Golkar DPR
RI yang menerima penghargaan MKD Award atas kontribusi positifnya bagi peningkatan
citra dan wibawa kelembagaan DPR RI.
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OUTLINE

Landasan Hukum

Perguruan Tinggi Harus Bagaimana

Sinkronisasi Langkah di Perguruan Tinggi

Peran Sesuai Fungsi di DPR RI

Rekomendasi Komisi X DPR RI Terkait Karir Dosen



LANDASAN HUKUM

§ Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
§ Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
§ Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
§ Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
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• Terbitnya PermenPANRB No 1 Tahun 2023
Tentang Jabatan Fungsional PNS, mengubah
tugas ASN secara fundamental.

• Khususnya terkait dosen sebagai ASN, kini
dosen secara fungsional melaksanakan tugas
organisasi untuk mendukung pencapaian
tujuan organisasi.

• Dosen tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai
individu, namun menjadi bagian dari tujuan
institusinya.

• Hal ini berdampak pada pengukuran kinerja
dosen yang akan dievaluasi oleh pimpinan
perguruan tinggi.
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Pimpinan Perguruan
Tinggi perlu melakukan
tough management
dalam pengelolaan usulan
Penghitungan Angka
Kredit (PAK) Transisi.

Manajemen
Resiko

Manajemen
Waktu

Manajemen
SDM

PERGURUAN TINGGI HARUS 
BAGAIMANA?
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SINKRONISASI LANGKAH DI 
PERGURUAN TINGGI

REKTOR/KETUA:
Menyiapkan jajaran pimpinan, 
pelaksana teknis pengelolaan

usulan PAK, hingga dosen
untuk percepatan usulan PAK 

transisi

KABAG ORGANISASI 
KEPEGAWAIAN:

Menyiapkan pemetaan, 
penyiapan, dan pendampingan 

dosen dalam mengajukan 
usulan PAK transisi

OPERATOR INPUTTING PAK:
Mempersiapkan piranti teknis, 

melakukan pencermatan aplikasi
PAK transisi, hingga melakukan 
pendampingan inputting usulan 

PAK transisi.

DOSEN:
Menyusun dan merapikan
dokumen usulan PAK serta

melakukan inputting ke
aplikasi usulan PAK transisi

SENAT AKADEMIK:
menyiapkan tim PAK yang 
cakap dan terampil serta

mengevaluasi semua usulan
PAK transisi dengan semangat

percepatan PAK transisi



• IKUTI APLIKASI PAK 
TRANSISI!

• ISI SEMUA KOMPONEN 
APLIKASI PAK TRANSISI!
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REKOMENDASI KOMISI X DPR RI TERKAIT KARIR DOSEN

Rekomendasi Panitia Kerja Perguruan Tinggi Komisi X DPR-RI

Mendesak
Kemendikbudristek
RI untuk
meningkatkan
kualitas, kuantitas, 
pengembangan
karier dan distribusi
dosen serta tenaga
kependidikan, 
melalui
penyederhanaan
mekanisme kenaikan
pangkat dengan 
cara:

a. menambah jumlah penerima beasiswa S3 bagi dosen.
b. syarat kenaikan pangkat bagi dosen cukup menggunakan jurnal

terindeks nasional bereputasi, dan syarat untuk seleksi guru besar tetap 
menggunakan jurnal terindeks scopus internasional. 

c. disiplin ilmu penguji harus linear dengan disiplin ilmu calon guru besar.
d. memberikan kewenangan penetapan guru besar kepada internal 

perguruan tinggi.
e. meningkatkan jurnal nasional agar setara dengan jurnal internasional.
f. menegaskan aturan proses seleksai calon guru besar, terutama pada 

penilaian karya ilmiah yang telah masuk dalam jurnal terindeks scopus, 
khususnya terkait dengan (1) kualitas publisher, (2) korespondensi, (3) 
diskontinu, (4) karya ilmiah bagian daripada disertasi, dan (5) 
Penerimaan artikel yang lolos hanya sekali mendaftar (submit) jangan
dianggap sebagai publisher yang tidak kredibel. 11



Rekomendasi Panitia Kerja Perguruan Tinggi Komisi X DPR-RI

• Komisi X DPR RI pasti mendorong teralokasinya
anggaran untuk dosen, dan secara regulasi agar 
dosen tidak dibebani tugas administratif, tetapi lebih
pada substansi.

• Jangan sampai karena aturan baru, ada dosen yang 
dirugikan.

• Perlu ketentuan peraturan yang mengatur
pengakuan bagi dosen yang sudah mempunyai poin
Jabatan Fungsional sebelum hadirnya kebijakan ini, 
agar tidak hangus poinnya.
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REKOMENDASI KOMISI X DPR RI TERKAIT KARIR DOSEN



Yuk! Silaturahmi di 
Medsos

Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP
Wakil  Ketua Komisi  X DPR RI

hetifah
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